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ABSTRAK 

 

Kerja sama di dalam hukum Islam biasanya disebut Akad 

mukhabarah adalah sama-sama akad kerja sama antara pemilik tanah 

dan petani penggarap, dimana pemilik tanah menyerahkan tanah 

kepada petani penggarap untuk dikelola, yang kemudian hasil dari 

tanah tersebut dibagi kepada pemilik, dan penggarap sesuai dengan 

kesepakatan kedua belah pihak. Pada akad mukhabarah modal berasal 

dari petani penggarap/pengelola. Praktik bagi hasil yang dilakukan di 

Desa Pajar Bulan yaitu praktik bagi hasil mukhabarah menggunakan 

pembagian yaitu 1:3 dari hasil panen berupa gabah padi. Akad yang di 

lakukan antara pemilik tanah dan penggarap sawah ialah secara lisan 

dan tanpa ada saksi, sehingga dalam perjanjian kerja sama tersebut 

(Mukhabarah) tidak mempunyai kekuatan hukum apabila dikemudian 

hari terdapat permasalahan atau kesenjangan antara pemilik tanah dan 

penggarap sawah. Dalam penelitian ini dapat diambil rumusan 

masalah bagaimana praktik pengelolaan sawah dengan sistem bagi 

hasil pola satu banding tiga di Desa Pajar Bulan, Kecamatan Kaur 

Tengah, Kabupaten Kaur Bengkulu, bagaimana analisis Hukum 

Ekonomi Syariah terhadap praktik pengelolaan sawah dengan sistem 

bagi hasil pola satu banding tiga. 

Penelitian ini merupakan penelitian lapangan (field research) 

yang bersifat deskriptif analisis. Sumber data yang digunakan 

merupakan primer dan sekunder, yaitu melalui wawancara dan 

dokumentasi. Sedangkan metode analisis data yang digunakan adalah 

metode kualitatif deskriptif. 

Proses perjanjian pengelolaan sawah di Desa Pajar Bulan 

diterapkan sesuai dengan Hukum Ekonomi Syariah bahwa proses 

perjanjian lisan yang dilakukan masyarakat Desa Pajar Bulan telah 

memenuhi rukun dan juga syarat dari perjanjian, Serta dalam 

perjanjian yang dilakukan kedua belah pihak tidak keluar dari koridor 

Hukum Ekonomi Syariah. Dalam Al-Baqarah [2]:282 menjelaskan 

bahwa perjanjian dengan secara lisan dan pembagian hasil satu 

banding tiga yang dilakukan di Desa Pajar Bulan merupakan 

ketentuan untuk perjanjian tanpa adanya saksi sesuai jika dilakukan 

menurut rukun-rukun Islam dan persaksikanlah apabila kamu 

membuat perjanjian dalam bermua'malah perintah ini oleh mayoritas 

ulama dipahami sebagai petunjuk umum, bukan perintah wajib. 

Berdasarkan hasil penelitian dan analisis dapat disimpulkan bahwa 

Bagi hasil di Desa Pajar Bulan sudah menerapkan asas-asas Hukum 
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Ekonomi Syariah (Muamalah) dan sudah memenuhi rukun dan syarat 

Mukhabarah, yakni menggunakan ijab kabul. Berdasarkan hal 

tersebut maka diperbolehkan atau sah dilakukan.  

 

Kata Kunci: Bagi hasil (mukhabarah), Hukum Ekonomi Syariah 

(muamalah). 
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MOTTO 

 

رمَِنَّكُاْ وَلَا ناَٰناُ يََْ وْكاُْ اَناْ قوَْم ا ش َ  علََا وَتعََاوَهوُْا تعَْتَدُوْا ا اَناْ الحَْرَاماِ المَْسْجِداِ عَناِ صَدُّ

ثْاِ علََا تعََاوَهوُْا وَلَا قْوٰى اوَالتَّا البِْاِّ َّقُوا وَالعُْدْوَاناِ الِْ وَات اَ ۖ  اِنَّا الّلٰ اَ ۖ   شَدِيدْاُ الّلٰ

 العِْقَابِا

“Tolong-menolonglah kamu dalam (mengerjakan) kebajikan dan 

takwa, dan jangan tolong-menolong dalam berbuat dosa dan 

permusuhan. Bertakwalah kepada Allah, sesungguhnya Allah sangat 

berat siksaanNya” 

(Al-Maidah [5]:2) 
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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Penegasan Judul  

Memahami judul skripsi ini, penulis akan terlebih 

dahulu mengemukakan beberapa istilah dan makna yang 

terkandung dalam skripsi  ini sebagai kerangka awal guna 

mendapatkan gambaran yang jelas dan memudahkan 

memahami skripsi ini, maka perlu adanya uraian terhadap 

penegasan arti dan makna dari beberapa istilah yang terkait 

dengan proposal ini. Agar tidak salah penafsiran mengenai 

maksud judul skripsi ini, maka akan diuraikan secara singkat 

kata kunci yang terdapat di dalam judul penelitian skripsi 

“ANALISIS HUKUM EKONOMI SYARIAH TENTANG 

PRAKTIK PENGELOLAAN SAWAH DENGAN SISTEM 

BAGI HASIL POLA SATU BANDING TIGA (Studi Di 

Desa Pajar Bulan, Kecamatan Kaur Tengah, Kabupaten 

Kaur Bengkulu)” yaitu sebagai berikut :  

1. Analisis adalah penyelidikan terhadap suatu peristiwa 

untuk mengetahui keadaan sebenarnya.
1
   

2.  Hukum Ekonomi Syariah merupakan kumpulan 

peraturan yang berkaitan dengan praktik jual beli, 

perdagangan, upah mengupah dan perniagaan yang 

didasarkan pada Hukum Islam.
2
 Muhammad Abdullah Al-

Arabi memberikan definisi ekonomi syariah yaitu 

sekumpulan dasar-dasar umum ekonomi yang 

disimpulkan dari Al-Qur‟an dan Al-Sunnah dan 

merupakan bangunan perekonomian yang didirikan di atas 

                                                           
1  Departemen Pendidikan Indonesia, Kamus Besar Bahasa Indonesia 

(Jakarta: Balai Pustaka, 2008), 321. 
2  Andri Soemitra, Hukum Ekonomi Syariah dan Fiqh Muamalah Di Lembaga 

Keuangan dan Bisnis Kontemporer (Jakarta: Kencana, 2019), 2. 
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landasan dasar-dasar tersebut sesuai dengan tiap 

lingkungan dan masa.
3
 

3. Praktik adalah pelaksaan secara nyata apa yang disebut 

dalam teori.
4
 

4. Pengelolaan adalah proses, cara atau perbuatan mengelola, 

sedangkan mengelola berarti mengendalikan atau 

menyelenggarakan.
5
 Menurut Suharsimi Arikunto 

pengelolaan adalah substantif dari mengelola, sedangkan 

mengelola berarti suatu tindakan yang dimulai dari 

penyusunan data, merencana, mengorganisasikan, 

melaksanakan, sampai dengan pengawasan dan penilaian. 

Dijelaskan kemudian pengelolaan menghasilkan suatu dan 

sesuatu itu dapat merupakan sumber penyempurnaan dan 

peningkatan pengelolaan selanjutnya.
6
  

5. Bagi hasil merupakan suatu bentuk kerja sama antara 

pemilik lahan atau modal dengan pekerja.
7
 Bagi hasil 

merupakan suatu jenis kerja sama antara pekerja dan 

pemilik tanah, terkadang si pekerja memiliki kemahiran di 

dalam pengolahan tanah sedangkan dia tak memiliki tanah. 

Dan terkadang ada pemilik tanah yang tak mempunyai 

kemampuan bercocok tanam. Maka Islam mensyariatkan 

kerja sama seperti ini sebagai upaya atau bukti saing tolong 

menolong antara dua belah pihak.
8
   

                                                           
3  Neni Sri Imaniyati, Perbankan Syariah dalam Persfektif Ilmu Ekonomi 

(Bandung: Mandar Maju. 2013), 18-19. 
4  Departemen Pendidikan Indonesia, Kamus Besar Bahasa Indonesia, 101. 
5  Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, Tim Penyusun Kamus Pusat 

Pembinaan dan Pengembangan Bahasa, Kamus Besar Bahasa Indonesia (Jakarta: 

Balai Pustaka, 1990), 441. 
6  Suharsimi arikunto, Pengelolaan Kelas Dan Siswa (Jakarta: Rajawali, 

1988), 8. 
7  Mubyarto, Pengantar Ilmu Pertanian (Jakarta: Erlangga, 1985), 34. 
8  Syamsul Arif, A. Intan Cahyani, Muhammad Anis, “Sistem Bagi Hasil 

Penggarapan Sawah (Teseng) Menurut Hukum Islam (Studi Kasus Di Kelurahan 

Sangiasseri Kecamatan Sinjai Selatan Kabupaten Sinjai),” Jurnal Qadauna, Volume 3 

Nomor 3 (Agustus 2022): 622, https://journal.uin-

alauddin.ac.id/index.php/qadauna/article/download/27810/15696. 
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6. Pola satu banding tiga adalah bentuk pembagian hasil 

bagi hasil antara pemilik dengan penggarap menggunakan 

perjanjian kerja sama penggarapan lahan persawahan 

dengan pola satu banding tiga (1:3) penggarap mendapat 2 

bagian sedangkan pemilik sawah mendapatkan 1 bagian.  

Berdasarkan dari penegasan judul tersebut dapat 

dipahami bahwa yang dimaksud dengan judul penelitian 

adalah suatu kajian untuk meninjau dan mengungkapkan lebih 

jauh tentang Analisis Hukum Ekonomi Syariah Tentang 

Praktik Pengelolaan Sawah Dengan Sistem Bagi Hasil Pola 

Satu Banding Tiga yang terjadi di Desa Pajar Bulan, 

Kecamatan Kaur Tengah, Kabupaten Kaur Bengkulu. 

 

B. Latar Belakang Masalah   

Indonesia merupakan negara agraris dimana mampu 

menghasilkan produk pertanian dalam jumlah yang besar. 

Indonesia memiliki peranan penting dalam bidang agraris. 

Sektor pertanian Indonesia menjadi hal utama dalam 

perekonomian nasional dan ketahanan pangan. Hal ini 

menyebabkan sebagian besar penduduk atau tenaga kerja 

menggantungkan hidup atau bekerja pada sektor pertanian 

atau dari produk nasional yang berasal dari pertanian. Praktik 

ekonomi Islam secara khusus menghadirkan akad sebagai 

pembeda dengan praktik ekonomi konvensional. Akad 

dibangun dengan tujuan menjauhkan setiap transaksi dari 

ketidakadilan dan eksploitasi.
9
    

Sebagian besar dari penduduk Indonesia hidup dengan 

bertani salah satunya dengan bercocok tanam, akan tetapi tak 

semua petani dapat digolongkan sebagai pemilik Lahan, 

karena itu dapat dibedakan dalam tiga golongan yaitu : Petani 

                                                           
9  Muslim, Dodi Alaska Ahmad Syaiful, Maya Melia, “Analisis Hukum 

Ekonomi Syari‟ah Terhadap Gugatan Wanprestasi Akad Murabahah Di Pengadilan 

Agama (Studi Perbandingan Pada Putusan Nomor 0945/Pdt.G/2014/ PA.ME dan 

Putusan Nomor 2370/Pdt.G/2016/PA.Pwt),” Jurnal ASAS, Vol. 13 No. 2 (Desember 

2021): 63, https://doi.org/10.24042/asas.v13i2.11280. 
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sebagai pemilik tanah, petani sebagai penggarap dan petani 

sebagai buruh. Dengan  demikian ada petani sebagai pemilik 

tanah sendiri untuk digarapnya, demikian pula ada petani 

sebagai penggarap karena tak mempunyai lahan perkebunan 

untuk digarapnya sendiri.   

Besarnya penduduk Indonesia yang sebagian besar 

penduduknya bermata pencaharian sebagai petani tapi tidak 

mempunyai lahan yang menyebabkan banyak petani yang 

ingin bercocok tanam namun tidak memiliki lahan sebagai 

sarana atau jalan untuk memberikan kesempatan kepada 

petani yang tidak memiliki lahan pertanian maka diadakanlah 

suatu bentuk perjanjian antara pemilik lahan dengan petani 

penggarap dengan menerapkan sistem bagi hasil dari lahan 

pertanian yang diusahakan.  

Bentuk hubungan antara pemilik lahan sawah, dan petani 

penggarap terbagi menjadi tiga. Pertama, penggarap menyewa 

lahan sawah kepada pemilik sawah. Pemilik sawah 

mendapatkan hasil dari pembayaran sewa dari penggarap 

sawah, dan penggarap sawah mendapatkan hasil dari 

pengusahaan sawah tersebut. Kedua, penggarap yang menjadi 

buruh tani dengan imbalan (upah) tertentu dari pemilik sawah 

yang biasanya disebut dengan istilah buruh tani harian lepas. 

Buruh tani harian lepas diberi upah sesuai dengan banyaknya 

jumlah hari kerja. Ketiga, penggarap yang diberikan 

kekuasaan oleh pemilik sawah untuk mengusahakan sawah 

kemudian hasilnya dibagi dengan pemilik sawah sesuai 

dengan kesepakatan (bagi hasil). Bahan baku produksi seperti 

bibit padi, pupuk, biaya perawatan, biaya panen, dan biaya 

lainnya dapat diberikan oleh pemilik sawah atau dari 

penggarap sawah atau kombinasi dari keduanya tergantung 

dari kesepakatan.
10

  

                                                           
10  Unggul Priyadi, Jannahar Saddam Ash Shidiqie, “Pelaksanaan perjanjian 

bagi hasil pertanian lahan sawah: studi di Kecamatan Gamping, Kabupaten Sleman, 

Yogyakarta,” Millah: Jurnal Studi Agama,Volume XV Nomor 1 (Agustus 2015): 101-

116, https://doi.org/10.20885/millah.vol15.iss1.art5. 
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Kerja sama di dalam hukum Islam pertanian biasanya 

disebut dengan tiga istilah yakni musaqah, muzara‟ah, dan 

mukhabarah. Akad musaqah adalah sebuah bentuk kerja sama 

antara pemilik kebun dan petani penggarap dengan tujuan agar 

kebun itu dipelihara, dan dirawat sehingga memberikan hasil 

yang maksimal, kemudian hasil tersebut sebagian menjadi 

bagian (upah) bagi penggarap yang mengurusnya sesuai 

dengan kesepakatan yang mereka buat.
11

  

Akad Muzara‟ah merupakan sebuah akad kerja sama 

pengolahan tanah pertanian antara pemilik tanah dengan 

penggarap, dimana pemilik lahan memberikan lahan pertanian 

kepada si penggarap untuk ditanami dan dipelihara dengan 

imbalan bagian tertentu (persentase) dari hasil panen.
12

 Dalam 

akad muzara‟ah  modal berasal dari pemilik tanah, pengelola 

tanah hanya bertanggung jawab atas perawatan dan 

pengelolaan.  

 Akad mukhabarah adalah sama-sama akad kerja sama 

antara pemilik tanah dan petani penggarap, dimana pemilik 

tanah menyerahkan tanah kepada  petani penggarap untuk 

dikelola, yang kemudian hasil dari tanah tersebut dibagi 

kepada pemilik, dan penggarap sesuai dengan kesepakatan 

kedua belah pihak. Pada akad mukhabarah modal berasal dari 

petani penggarap/pengelola.
13

 Berikut ayat menjelaskan sistem 

bagi hasil dalam syariat Islam : Q.S An-nisa‟(4):29  

اَ َيُّه يْنََ يٰٓٓ ِ َٓ بِِمبَْاظِلَِ تيَنْكََُْ اَمْوَامكََُْ ثبَكُُُْوْٓا لََ آمَنوُْا الَّذ  عَنَْ ارَ ًَتََِ حكَُوْنََ اَنَْ اِلذ

نْكَُْ حرََاضٍَ ََ اِنذَ َۗ  اَهفُْسَكَُْ ثلَْذُلوُْٓا وَلََ َۗ  مِّ   رَحِيْمًا بِكَُْ كََنََ الّلٓ

“Wahai orang-orang yang beriman, janganlah kamu memakan 

harta sesamamu dengan cara yang batil (tidak benar), kecuali 

                                                           
11  R.G., Ghufron I. Abdul, & Sapiudin, S. Fiqh Muamalat (Jakarta: Kencana, 

2015), 21. 
12  Muhammad Syafi‟i Antonio, Bank Syari‟ah (Jakarta: Gema Insani, 2001), 

99. 
13  Hendi Suhendi, Fiqh Muamalah (Jakarta: Raja Pers, 2014), 12. 
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berupa perniagaan atas dasar suka sama suka di antara 

kamu. Janganlah kamu membunuh dirimu. Sesungguhnya 

Allah adalah Maha Penyayang kepadamu.” (Q.S An-

nisa’[4]:29)  

Perjanjian (akad) bagi hasil dalam pertanian adalah 

sebuah bentuk usaha untuk memproteksi dari munculnya 

bentuk-bentuk eksploitasi pada salah satu pihak (pemilik tanah 

maupun petani penggarap), sehingga tidak ada pihak yang 

dirugikan dan mendapat perlakuan tidak adil dalam penerapan 

bagi hasil dari tanah pertanian tersebut.   

Munculnya perjanjian ini dikarenakan adanya petani 

pemilik lahan yang tidak memiliki keahlian dalam bercocok 

tanam atau tidak memiliki kesempatan untuk mengelola suatu 

jenis pertanian tersebut, dan terkadang juga perjanjian itu 

muncul karena adanya pekerja atau penggarap yang memiliki 

keahlian dalam mengelola suatu jenis usaha pertanian, namun 

tidak memiliki lahan atau modal untuk bercocok tanam. Oleh 

karena itu, petani melakukan suatu perjanjian bagi hasil, selain 

untuk mencari keuntungan antara kedua belah pihak juga 

untuk saling mempererat tali persaudaraan dan tolong- 

menolong diantara mereka. Maka Islam mensyari‟atkan kerja 

sama ini sebagai upaya atau bukti saling bertalian dan tolong-

menolong antara kedua belah pihak.  

Masyarakat di Desa Pajar Bulan sebagian besar 

merupakan petani, akan tetapi ada yang tidak mempunyai 

lahan hal ini menyebabkan sebagian besar masyarakat di Desa 

Pajar Bulan kebanyakan menjadi petani penggarap dengan 

bagi hasil dari tahun ke tahun semakin banyak, sedangkan 

lahan pertanian semakin sempit akibat jumlah penduduk dan 

pemukiman yang terus bertambah.  

Sistem pengelolaan sawah di Desa Pajar Bulan ini 

lebih banyak terjadi melalui sistem bagi hasil. Perjanjian bagi 

hasil yang terjadi di Desa Pajar Bulan  Kecamatan Kaur 

Tengah Kabupaten Kaur pada umumnya dilakukan secara 

lisan dan atas dasar saling percaya kepada sesama anggota 
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masyarakat. Adapun sistem bagi hasil yang dilakukan 

masyarakat Desa Pajar Bulan  pada dasarnya tergantung dari 

kesepakatan bersama menurut adat kebiasaan setempat yang 

berlaku secara turun-temurun. Mereka tidak menyadari apakah 

perjanjian yang dilakukan itu sudah sesuai dengan syari‟at 

Islam atau tidak. Intinya mereka hanya menganut sistem bagi 

hasil yang telah berlaku pada masyarakat umumnya 

berdasarkan perjanjian yang telah disepakati bersama.  

Salah satu pembagian hasil yang di lakukan oleh 

masyarakat Desa Pajar Bulan adalah dengan pembagian hasil  

sebelum masa panen tiba. Untuk lebih jelasnya, pemilik yang 

mempunyai sebidang tanah yang akan digarap dengan 

kesepakatan sebagai berikut :   

1. Menggunakan perjanjian kerja sama penggarapan lahan 

persawahan dengan sistem pola bagi hasil 1:3 dimana 

penggarap mendapat 2 bagian sedangkan pemilik sawah 

mendapatkan 1 bagian dari hasil panen berupa gabah padi.   

2. Segala perlengkapan yang dibutuhkan dalam proses 

penggarapan awal seperti  benih padi, pupuk, obat-obatan 

dan perawatan yang lain sampai panen tiba di tanggung 

oleh penggarap tanah.  

3. Pelaksanaan panen semua di laksanakan oleh penggarap.  

Akad yang di lakukan antara pemilik tanah dan 

penggarap sawah ialah secara lisan dan tanpa ada saksi, 

sehingga dalam perjanjian kerja sama tersebut (Mukhabarah) 

tidak mempunyai kekuatan hukum apabila dikemudian hari 

terdapat permasalahan atau kesenjangan antara pemilik tanah 

dan penggarap sawah. Oleh karena itu masyarakat Desa Pajar 

Bulan dalam melakukan kerja sama terkadang tidak 

memperhatikan syariat maupun akibat hukum dari suatu 

perjanjian, yang ada diantara mereka yang terpenting ialah 

keuntungan.  

Setelah melihat masalah di atas, peneliti akan 

membahas tentang praktik bagi hasil dengan sistem pola satu 

banding tiga yang di gunakan oleh  penggarapan sawah yang 



 

 
 

8 

dilakukan oleh masyarakat di Desa Pajar Bulan  Kecamatan 

Kaur Tengah Kabupaten Kaur. Sedikit gambaran tentang 

proses kerja sama bagi hasil mukhabarah dalam penggarapan 

sawah telah dituliskan di atas yang dilakukan oleh masyarakat 

di Desa Pajar Bulan Kecamatan Kaur Tengah Kabupaten 

Kaur.  

Dari uraian diatas penulis tertarik untuk meneliti 

bagaimana pandangan Hukum Ekonomi Syariah  terhadap 

pembagian hasil penggarapan sawah yang terjadi di Desa 

Pajar Bulan untuk dituangkan dalam bentuk skripsi dengan 

judul: “ANALISIS HUKUM EKONOMI SYARIAH 

TENTANG PRAKTIK PENGELOLAAN SAWAH 

DENGAN SISTEM BAGI HASIL POLA SATU 

BANDING TIGA (Studi Di Desa Pajar Bulan, Kecamatan 

Kaur Tengah, Kabupaten Kaur Bengkulu)”  

 

C. Fokus dan Subfokus (Penelitian Kualitatif)  

       Fokus penelitian yaitu area spesifik yang akan diteliti. 

Penelitian ini dilakukan menggunakan studi lapangan, yang 

berfokus mengenai praktik pengelolaan sawah dengan sistem 

bagi hasil pola satu banding tiga maka dilakukan melalui jenis 

penelitian (field research). Adapun sub fokusnya adalah dalam 

penelitian praktik pengelolaan sawah perlu dilakukan analisis 

hukum ekonomi syariah mengenai bagaimana praktik 

pengelolaan sawah dengan pola satu banding tiga yang 

menggunakan studi lapangan untuk mengumpulkan data yang 

digunakan adalah wawancara dan dokumentasi.  

 

     D. Rumusan Masalah  

Berdasarkan latar belakang permasalahan, adapun 

permasalahan yang akan diteliti oleh penulis dalam skripsi ini 

dapat dirumuskan sebagai berikut:  

1. Bagaimana praktik pengelolaan sawah dengan sistem bagi 

hasil pola satu banding tiga di Desa Pajar Bulan, Kecamatan 

Kaur Tengah, Kabupaten Kaur Bengkulu?  
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2. Bagaimana analisis hukum ekonomi syariah terhadap praktik 

pengelolaan sawah dengan sistem bagi hasil pola satu banding 

tiga?  

 

E. Tujuan Penelitian   

Tujuan penelitian ini adalah sebagai berikut :  

1. Untuk mengetahui dan menganalisis praktik pengelolaan 

sawah dengan sistem bagi hasil pola satu banding tiga di 

Desa Pajar Bulan, Kecamatan Kaur Tengah, Kabupaten 

Kaur bengkulu.  

2. Untuk mengetahui analisis hukum ekonomi syariah 

terhadap praktik pengelolaan sawah dengan sistem bagi 

hasil pola satu banding tiga.  

 

F.  Manfaat Penelitian   

Adapun manfaat yang ingin dicapai dalam penyusunan skripsi 

ini adalah :  

Secara teoritis, bagi masyarakat penelitian ini dapat 

menambah referensi pengetahuan, kontribusi pemikiran 

ilmiah, penjelasan, pemahaman dan wawasan masyarakat 

umum terkhusus mahasiswa Fakultas Syari‟ah mengenai 

analisis hukum ekonomi syariah tentang praktik pengelolaan. 

1. sawah dengan sistem bagi hasil pola satu banding tiga 

(studi di Desa Pajar Bulan, Kecamatan Kaur Tengah, 

Kabupaten Kaur Bengkulu), selain itu juga diharapkan 

menjadi stimulus penelitian ini selanjutnya sehingga 

proses pengkajian akan terus berlangsung dan akan 

memperoleh hasil yang maksimal.  

2. Kegunaan Akademis, yaitu sebagai syarat dan kewajiban 

untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum pada Prodi 

Muamalah Fakultas  

Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Raden Intan 

Lampung.  
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G. Kajian Penelitian Terdahulu Yang Relevan  

Berdasarkan penelusuran tinjauan kepustakaan yang 

penulis lakukan, berikut ada beberapa penelitian yang terkait 

dengan permasalahan penentuan harga jasa yang telah 

dilakukan sebelumnya antara lain :  

1. Penelitian yang dilakukan oleh Rosa Anandiya dengan 

judul (2022), “Tinjauan Hukum Islam Tentang Praktik 

Bagi Hasil Dalam Penggarapan Sawah (Studi Di Desa 

Gunung Meraksa Kecamatan Pulau Panggung Kabupaten 

Tanggamus)”.
14

 Berdasarkan hasil penelitian tersebut 

diperoleh kesimpulan bahwa sistem bagi hasil yang terjadi 

pada pembagian hasil sawah di Desa Gunung Meraksa 

Kecamatan Pulau Panggung Kabupaten Tanggamus 

menggunakan praktik bagi hasil Mukhabarah yaitu bibit 

berasal dari penggarap dan semua proses perawatan 

tanaman di lakukan oleh penggarap dan akad yang 

digunakan secara lisan. Pembagian hasil dilakukan 50% 

untuk penggarap dan 50% untuk pemilik sawah 

pembagian hasil dilakukan setelah padi dijual.  

Menurut hukum Islam praktik bagi hasil yang 

dilakukan di Desa Gunung Meraksa Kecamatan Pulau 

Panggung sudah sesuai dengan ajaran hukum Islam, yaitu 

sesuai dengan rukun dan syarat mukhabarah. Persamaan 

pada penelitian ini adalah sama-sama meneliti tentang 

praktik Bagi hasil pada penggarapan sawah, sedangkan 

perbedaannya terletak pada sistem bagi hasil yang dipakai. 

Pembagian hasil dilakukan 50% untuk penggarap dan 

50% untuk pemilik sawah pembagian hasil dilakukan 

setelah padi dijual sedangkan masalah yang akan penulis 

teliti menggunakan pola 1:3 dimana dua bagian untuk 

penggarap, satu bagian untuk pemilik.  

                                                           
14  Rosa Anandiya, “Tinjauan Hukum Islam Tentang Praktik Bagi Hasil Dalam 

Penggarapan Sawah (Studi Di Desa Gunung Meraksa Kecamatan Pulau Panggung 

Kabupaten Tanggamus)” (Skripsi, UIN Raden Intan Lampung, 2022), 3. 
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2. Penelitian yang dilakukan oleh Reni Anggraini 

(2017),”Tinjauan Fiqh Muamalah Terhadap Pelaksaan 

Bagi di Desa Seribandung Ogan Ilir).
15

  

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan dapat 

diperoleh kesimpulan bahwa sistem  bagi hasil per 

tambakkan di seribandung ini dilakukan menurut 

kebiasaan masyarakat setempat, bentuk transaksinya 

dilakukan secara lisan. Tidak dihadiri saksi hanya 

dilakukan antara kedua belah pihak saja, yaitu pemilik 

tambak dan pengelola tambak.  

Berdasarkan penelitian terdahulu di atas terdapat 

persamaan yang terjadi antara judul tersebut dengan judul 

yang akan dilakukan oleh peneliti yaitu sama-sama 

membahas mengenai Bagi Hasil, sedangkan perbedaannya 

penelitian terdahulu membahas pengelolaan bagi hasil 

tambak sedangkan penulis membahas pengelolaan bagi 

hasil penggarapan sawah.  

3. Jurnal Krismon Tri Damayanti (2019), yang berjudul 

“Perjanjian Bagi Hasil dalam Kerja sama Pengelolaan 

Sawah di Desa Sungai Rasau dalam Perspektif Hukum 

Ekonomi Syariah”.
16

  Hasil penelitian menunjukkan 

bahwa perjanjian kerja sama yang dilakukan secara lisan, 

tidak menimbulkan perselisihan diantara kedua belah 

pihak yang melakukan kerja sama. Akan tetapi, semakin 

menumbuh kembangkan jiwa sosial yang baik di antara 

masyarakat Desa Sungai Rasau. Berdasarkan hukum 

ekonomi syariah pelaksanaan perjanjian kerja sama 

tersebut tidak keluar dari koridor hukum, yakni akad 

dilaksanakan sesuai dengan syarat dan rukun suatu 

perjanjian dan kemudian tidak menimbulkan riba dan 

                                                           
15  Reni Anggraini, “Tinjauan Fiqh Muamalah Terhadap Pelaksaan Bagi di 

Desa Seribandung Ogan Ilir)” (Skripsi, UIN Raden Fattah Palembang, 2017), 3. 
16  Krismon Tri Damayanti , “Perjanjian Bagi Hasil dalam Kerjasama 

Pengelolaan Sawah di Desa Sungai Rasau dalam Perspektif Hukum Ekonomi 

Syariah,” Jurnal Intelektualita: Keislaman, Sosial dan Sains, Vol. 8 No. 1 (Juni 2019): 

1,  https://doi.org/10.19109/intelektualita.v8i1.4222. 
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gharar dalam akad perjanjian kerja sama pengelolaan 

sawah tersebut.  

    Berdasarkan penelitian terdahulu di atas terdapat 

persamaan yang terjadi antara judul tersebut dengan judul 

yang akan dilakukan oleh peneliti yaitu sama-sama 

membahas mengenai bagi hasil, sedangkan perbedaannya 

pola bagi hasil yang dipakai.  

 

H. Metode Penelitian   

Metode penelitian adalah langkah yang dilakukan 

oleh peneliti dalam rangka guna mengumpulkan informasi 

atau data untuk menjawab permasalahan peneliti atau rumusan 

masalah. Ada beberapa langkah yang digunakan peneliti yaitu:  

1. Jenis dan Sifat Penelitian   

Untuk memecahkan masalah atau suatu masalah 

memerlukan suatu data agar masalah tersebut bisa 

dipecahkan maka dari itu dalam penelitian ini 

menggunakan metode :  

a. Jenis penelitian   

Jenis penelitian lapangan (field research). 

Yaitu pengumpulan data dari lokasi atau lapangan. 

Adapun data yang diperlukan adalah mengenai teori 

bagi hasil dan penanggungan risiko.  

b. Sifat Penelitian   

Penelitian ini bersifat Deskriptif Analisis 

bermaksud membuat penyederhanaan secara 

sistematis, faktual dan akurat mengenai fakta- fakta 

dan sifat-sifat tertentu.
17

 Dalam penelitian ini akan 

dijelaskan bagaimana analisis hukum ekonomi syariah 

tentang praktik pengelolaan sawah dengan sistem bagi 

hasil pola satu banding tiga (studi di Desa Pajar 

                                                           
17  Sugiono, Metode Peneiitian Kuantitatif, Kuaiitatif dan R&D (Bandung: 

Alfabeta, 2017), 9. 
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Bulan, Kecamatan Kaur Tengah, Kabupaten Kaur 

Bengkulu).  

 

2. Sumber Data  

Sesuai dengan permasalahan yang akan diangkat oleh 

peneliti , maka sumber data yang sangat diperlukan di bagi 

menjadi dua macam, antara lain:  

a. Data Primer  

Data primer yaitu data yang diperoleh langsung 

dari subjek penelitian langsung dari sebagai sumber 

informasi yang dicari. Sumber data yang utama yaitu 

hasil wawancara sejumlah informasi yang merupakan 

pemilik dan penggarap sawah di Desa Pajar Bulan.  

b. Data Sekunder  

Data sekunder yaitu data yang didapatkan bukan 

dari sumber pertama tetapi peneliti mendapatkannya 

dari sumber ke dua atau melalui perantara orang lain. 

Sumber data sekunder yang dipakai penulis adalah 

beberapa sumber yang relevan dengan penelitian yang 

penulis lakukan.  

 Penelitian menggunakan data-data ini sebagai 

sumber data pendukung yang berhubungan penelitian. 

Sumber data sekunder yang dipakai berupa catatan 

atau laporan historis yang telah tersusun dalam arsip 

(data dokumentasi) yang berkaitan dengan 

permasalahan yang dibahas oleh penulis,  buku, 

jurnal, teori dan penelitian yang relevan dengan 

penelitian kitab-kitab Fiqh, Al-Quran dan liniatur-

liniatur lainnya yang mendukung.  

 

3. Populasi   

Populasi diartikan sebagai wilayah generalisasi 

yang terdiri dari objek atau subjek yang ditetapkan untuk 

dipelajari dan kemudian ditarik kesimpulannya setelah 
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melakukan penelitian.
18

 Adapun populasi terdiri dari 10 

orang, 5 orang pemilik sawah dan 5 orang penggarap 

sawah.  

Penelitian ini adalah mengambil semua bagian 

dari populasi yaitu terdiri dari 10 orang dimana 5 orang 

petani, dan 5 orang penggarap. Karena, menurut Suharmi 

Arikunto yang menjelaskan batasan-batasan pengambilan 

sampel, yaitu : apabila subjek kurang dari 100, maka lebih 

baik diambil semuanya sehingga penelitiannya merupakan 

penelitian populasi.
19

  

 

4. Metode Pengumpulan Data   

Pengumpulan data adalah sebuah strategi atau cara 

yang akan digunakan oleh peneliti untuk mengumpulkan 

data atau informasi yang dibutuhkan sesuai dengan 

permasalahan penelitian, serta untuk proses melakukan 

analisis dan pengambilan kesimpulan dalam melakukan 

penelitian. Dalam penelitian ini, pengumpulan data 

menggunakan beberapa metode, yaitu :   

a. Wawancara   

Wawancara proses percakapan dengan 

maksud untuk mengonstruksi mengenai orang, 

kejadian, kegiatan, organisasi, motivasi, perasaan, 

dan sebagainya yang dilakukan dua pihak, yaitu 

pewawancara (interviewer) yang mengajukan 

pertanyaan kepada orang lain yang diwawancarai 

(Interview).
20

 Untuk memperoleh data, dilakukan 

wawancara dengan orang yang dari pihak pekerja 

dan menerima upah maupun dari pihak pemilik dan 

                                                           
18  Amirudin, Zainal Asikin, Pengantar Metode Dan Penelitian Hukum 

(Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2003), 40. 
19  Sugiyono, Metode Kuantitatif Kualitatif dan R&D, 134. 
20  Wahyu Purhantara, Metode Penelitian Kualitatif Untuk Bisnis (Yogyakarta: 

Graha Ilmu, 2010), 80-81. 
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penggarap sawah yang ada di Desa Pajar Bulan, 

Kecamatan Kaur Tengah, Kabupaten Kaur Bengkulu.  

b. Dokumentasi   

Dokumentasi adalah sesuatu yang digunakan 

untuk memperoleh data dan informasi yang telah 

tersedia dalam bentuk seperti buku, arsip, dokumen, 

tulisan angka dan gambar yang berupa laporan serta 

keterangan yang dapat mendukung penelitian.
21

   

 

5. Metode Pengelolaan Data  

Setelah data yang sudah terkumpul selesai. 

Dilanjutkan dengan pengelolaan data dengan cara :  

a. Editing pengelolahan data oleh penulis sebelum data itu 

diproses lebih lanjut  

b. Klasifikasi adalah penggolongan data-data sesuai 

dengan jenis dan penggolongannya setelah diadakannya 

pengecekan diproses editing  

c. Interpretasi adalah memberikan penafsiran terhadap 

hasil untuk menganalisis dan menarik kesimpulan  

d. Sistematis yaitu proses penyusunan dan penempatan 

sesuai dengan pokok permasalahan secara sistematis 

sehingga memudahkan analisis data.  

 

6.  Analisis Data  

Setelah data terkumpul data yang diperoleh dari 

penelitian selanjutnya adalah dianalisis dengan 

menggunakan analisis kualitatif, yaitu dengan 

mendeskripsikan data dan fakta yang dihasilkan atau 

dengan kata lain yaitu dengan menguraikan data dengan 

kalimat-kalimat yang tersusun secara terperinci, sistematis 

                                                           
21  Nizamuddin et al., Metodologi Penelitian; Kajian Teoritis dan Praktis Bagi 

Mahasiswa (Riau:  DOTPLUS Publisher, 2021), 149. 
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dan analisis.  Maksudnya adalah bahwa analisis ini 

bertujuan untuk mengetahui tentang analisis hukum 

ekonomi syariah tentang sistem bagi hasil pola satu 

banding tiga. Sehingga mempermudah dalam membuat 

kesimpulan dari penelitian di lapangan dengan suatu 

interpretasi, evaluasi dan pengetahuan umum.   

 

I. Sistematika Pembahasan  

Sistematika pembahasan secara keseluruhan dalam 

penelitian ini sendiri adalah:  

BAB I Pendahuluan  

Pada pembahasan di dalam bab ini memuat penegasan 

judul, latar belakang masalah, identifikasi dan batasan 

masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat 

penelitian, kajian terdahulu yang relevan, metode penelitian, 

dan sistematika pembahasan.  

Bab II Landasan Teori   

Pada bab ini membahas tentang akad  bagi hasil 

(mukhabarah) dan Hukum Ekonomi Syariah 

Bab III Deskripsi Objek Penelitian   

Pada bab ini membahas tentang gambaran lokasi 

penelitian, seperti Sejarah Desa Pajar Bulan, Biografi Desa 

Pajar Bulan, Sumber daya alam, Struktur organisasi 

pemerintahan Desa Pajar Bulan, Sumber daya sosial budaya 

dan sumber daya ekonomi. Dan bagaimana pelaksaan 

pengelolaan sawah dengan sistem bagi hasil pola satu banding 

tiga. 

Bab IV Analisis Penelitian   

Pada bab ini penulis memaparkan tentang Sistem Bagi 

Hasil Pola Satu Banding Tiga Dalam Tinjauan Hukum 

Ekonomi Syariah di Desa Pajar Bulan, Kec. Kaur Tengah, 

Kab. Kaur Bengkulu.  

BAB V Penutup  
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Pada bab ini memuat cakupan berupa penutup dari 

hasil kesimpulan dari penulisan skripsi ini, serta adanya 

rekomendasi sebagai keterangan tambahan dan tindak lanjut 

mengenai penelitian skripsi untuk selanjutnya, daftar rujukan, 

lampiran-lampiran, dan biografi penulis.  
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BAB II 

LANDASAN TEORI 

 

A. Akad Dalam Hukum Islam 

1. Pengertian dan Dasar Hukum Akad Dalam Islam  

  Istilah akad berasal dari bahasa Arab yakni al-

„Aqd.
22

 Akad dalam hukum Islam identik dengan 

perjanjian dalam hukum Indonesia. Kata akad berasal dari 

bahasa arab Al-„aqad yang berarti ikatan, mengikat, 

menyambung atau menghubungkan (ar-arabt) yang 

secara etimologi berarti perkataan, perjanjian, dan 

pemufakatan (al-ittifaq). Secara termologi fiqh (hukum 

Islam) adalah perikatan antara ijab (penawaran) dengan 

kabul (penerimaan) secara yang dibenarkan syara‟, yang 

menetapkan keridhoan (kerelaan) kedua belah pihak.
23

 

    Menurut para ahli Islam (jummur ulama) akad 

adalah pertemuan ijab dan kabul sebagai pernyataan 

kehendak dua pihak atau lebih untuk melahirkan suatu 

akibat hukum pada objeknya. Akad merupakan 

keterkaitan antara keinginan atau statemen kedua pihak 

yang dibenarkan oleh syara‟ dan akan menimbulkan 

implikasi hukum tertentu.
24

 Menurut makna akad secara 

syar‟i yaitu : “Hubungan antara ijab dan kabul dengan 

cara dibolehkan oleh syariat yang mempunyai pengaruh 

secara langsung.” Jika terjadi ijab dan kabul dan terpenuhi 

semua syarat yang ada, maka syara‟ akan menganggap 

ada ikatan diantara kedua dan akan terlihat hasilnya pada 

                                                           
22  Eka Nuraini Rachmawati dan  Ab Mumin bin Ab Ghani, “Akad Jual Beli 

Dalam Perspektif Fikih Dan Praktiknya Di Pasar Modal Indonesia,” Jurnal AL-

ADALAH, Vol. XII No. 4 (Desember 2015): 786, 

https://doi.org/10.24042/adalah.v12i2.214. 
23  Harun,  Fiqh Muamalah (Surakarta: Muhammadiyah University Press, 

2017), 31. 
24  Ibid, 32. 
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barang yang diakadkan berupa harta yang menjadi tujuan 

kedua belah pihak membuat akad.
25

 

     Berdasarkan definisi-definisi akad di atas 

menunjukkan bahwa akad merupakan pertemuan ijab dan 

kabul yang berkaitan dengan keinginan kedua belah 

pihak. Ijab adalah penawaran yang diajukan salah satu 

pihak dan kabul adalah jawaban persetujuan yang 

diberikan mitra sebagai tanggapan terhadap penawaran 

pihak pertama. Akad harus memenuhi semua syarat yang 

ada agar memenuhi syariat dalam hukum Islam. 

     Dasar hukum akad dalam Islam yang tercantum 

dalam al-quran al-maidah ayat 1 : 

اَ َيُّه يْنََ يٰٓٓ ِ يْمَةَُ مكََُْ اُحِلذتَْ بِِمعُْلُوْدِ َ اَوْفوُْا آمَنوُْٓا الَّذ  يخُْلَٓ مَا اِلذَ الَْهعَْامَِ بََِ

َ غيَََْ علَيَْكَُْ يْدَِ مُحِلِّ ََ اِنذَ حُرُمٌَ  وَاَهتَُْْ امصذ كَُُ الّلٓ  يرُيِدَُْ مَا يََْ

“Hai orang-orang yang beriman, penuhilah aqad-

aqad itu. Dihalalkan bagimu binatang ternak, kecuali 

yang akan dibacakan kepadamu. (Yang demikian itu) 

dengan tidak menghalalkan berburu ketika kamu sedang 

mengerjakan haji. Sesungguhnya Allah menetapkan 

hukum-hukum menurut yang dikehendaki-Nya”. (Q.S Al-

Maidah [5] : 1) 

     Dari ayat diatas dapat disimpulkan bahwa 

melakukan perjanjian atau akad adalah wajib. Akad 

merupakan keterkaitan atau pertemuan ijab dan kabul 

yang berakibatkan timbulnya suatu hukum. 

 

 

 

 

                                                           
25  Mahmudatus Sa‟diyah, Fiqih Muamalah II Jawa tengah : Unisnu Press, 

2012), 23. 
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2. Rukun dan Syarat Akad 

    Terjadinya akad harus terpenuhi dengan adanya 

rukun dan syarat akad ada beberapa rukun dan syarat 

akad, yaitu : 

1. Rukun-rukun akad 

Rukun-rukun akad adalah sebagai berikut :
26

 

a. „Aqid (orang yang melakukan akad) 

„Aqid adalah orang yang berakad (subjek akad). 

Terkadang masing-masing pihak terdiri dari 

salah satu orang, terkadang terdiri dari beberapa 

orang. Misalnya, penjual dan pembeli beras di 

pasar biasanya masing-masing pihak satu orang 

berbeda dengan ahli waris sepakat untuk 

memberikan sesuatu kepada pihak yang lain 

yang terdiri dari beberapa orang. Seseorang yang 

berakad wakil dari orang memiliki hak („aqid 

ashli) dan merupakan wakil dari yang memiliki 

hak. 

b. Ma‟qud „Alaih  

Ma‟qud „alaih adalah benda-benda yang akan 

diakadkan, seperti benda-benda yang di jual 

dalam akad jual beli, dalam akad hibah atau 

pemberian, gadai, dan utang yang dijamin 

seseorang dalam akad Kafalah. 

c. Maudhu‟ al-„Aqid  

Maudhu‟ al-„Aqid adalah tujuan atau maksud 

mengadakan akad. Berbeda akad maka 

berbedalah tujuan pokok akad. Dalam akad jual 

beli misalnya, tujuan pokoknya yaitu 

memindahkan barang dari penjual kepada 

pembeli dengan di beri ganti. 

 

                                                           
26  Abdul Rahman Ghazaly, Fiqh muamalat, 51. 
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d. Sighat al-„Aqd  

Sighat al-„Aqd yaitu ijab kabul. Ijab adalah 

ungkapan yang pertama kali di lontarkan oleh 

salah satu dari pihak yang akan melakukan akad, 

sedangkan kabul adalah pernyataan pihak kedua 

untuk menerimanya. Pengertian ijab kabul dalam 

pengalaman dewasa ini ialah bertukarnya sesuatu 

dengan yang lain sehingga penjual dan pembeli 

dalam membeli sesuatu terkadang tidak 

berhadapan atau ungkapan yang menunjukkan 

kesepakatan dua pihak yang melakukan akad, 

misalnya yang berlangganan majalah, pembeli 

mengirim uang melalui pos wesel dan pembeli 

menerima majalah tersebut dari kantor pos. 

hal-hal yang harus diperhatikan dalam shigat al-

„aqd ialah : 

1) shighat al-„aqd harus jelas pengertiannya. 

2) Harus bersesuaian antara ijab dan kabul. 

3) Menggambarkan kesungguhan kemauan dari 

pihak-pihak yang bersangkutan, tidak 

terpaksa dan tidak karena diancam atau 

ditakut-takuti oleh orang lain karena dalam 

ijarah harus saling Ridho. 

e. Syarat-syarat akad 

    Dalam pembentukan aqad atau akad 

mempunyai syarat yang ditentukan syara‟ yang wajib 

disempurnakan, Syarat-syarat terjadinya akad ada dua 

macam, yaitu :
27

 

a. Syarat-syarat yang bersifat umum, yaitu syarat-

syarat yang wajib sempurna wujudnya dalam 

berbagai akad. 

                                                           
27  Ibid, 55. 
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1. Kedua orang yang melakukan akad cakap 

bertindak (ahli). Tidak sah akad orang yang 

tidak cakap bertindak, seperti pengampuan, 

dan karena boros. 

2. Yang dijadikan objek akad dapat menerima 

hukumnya,  

3. Akad itu di izinkan oleh syara‟, di lakukan 

oleh orang yang mempunyai hak 

melakukannya, walaupun dia bukan „aqid 

yang memiliki barang,  

4. Janganlah akad itu akad yang di larang oleh 

syara‟, seperti jual beli mulamasah. Akad 

dapat memberikan faedah, sehingga tidaklah 

sah bila rahn (gadai) di anggap sebagai 

imbalan amanah (kepercayaan), 

5. Ijab itu berjalan terus, tidak di cabut sebelum 

terjadi kabul. Maka apabila orang berijab 

menarik kembali ijabnya sebelum kabul maka 

batallah ijabnya,  

6. Ijab dan kabul harus bersambung, sehingga 

bila seseorang yang berijab telah berpisah 

sebelum adanya kabul, maka ijab tersebut 

menjadi batal.  

b. Syarat bersifat khusus, yaitu syarat-syarat yang 

wujudnya wajib ada dalam sebagian akad. Syarat 

khusus ini dapat juga disebut syarat idhafi 

(tambahan) yang harus ada di samping syarat-

syarat yang umum, seperti syarat adanya saksi 

dalam pernikahan. 

 

3. Prinsip-prinsip akad 

Prinsip-prinsip akad hukum Islam telah menetapkan 

beberapa prinsip akad yang berpengaruh kepada 

pelaksanaan akad yang di laksanakan oleh pihak-pihak 
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yang berkepentingan. Berikut ini prinsip-prinsip akad 

dalam Islam :
28

 

a. Prinsip kebebasan berkontrak.  

b. Prinsip perjanjian itu mengikat.  

c. Prinsip kesepakatan bersama. 

d. Prinsip ibadah.  

e. Prinsip keadilan dan kesetimbangan prestasi. 

f. Prinsip kejujuran (amanah). 

 

4. Macam-macam akad 

Macam-macam akad adalah sebagai berikut :
29

 

1. „Aqad Munjiz yaitu akad yang dilaksanakan langsung 

pada waktu selesainya akad. Pernyataan akad yang 

diikuti dengan pelaksaan akad ialah pernyataan yang 

tidak disertai dengan syarat-syarat dan tidak pula 

ditentukan waktu pelaksaan setelah adanya akad. 

2. „Aqad Mu‟alaq adalah akad yang di dalam 

pelaksanaannya terdapat syarat-syarat yang telah 

ditentukan dalam akad, misalnya penentuan 

penyerahan barang-barang yang diakadkan setelah 

adanya pembayaran. 

3. „Aqad Mudhaf adalah akad yang dalam pelaksaannya 

terdapat syarat-syarat mengenai penanggulangan 

pelaksaan akad, pernyataan yang pelaksanaannya 

ditangguhkan hingga waktu yang ditentukan. 

Perkataan ini sah dilakukan pada waktu akad, tetapi 

belum mempunyai akibat hukum sebelum tibanya 

waktu yang telah ditentukan. 

 

                                                           
28  Ahmad Azhar Basyir, Asas-Asas Hukum Muamalat (Yogyakarta: UII Pres, 

1982), 65. 
29  Hendi Suhendi, Fiqh Muamalah (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada), 50. 
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Akad dapat dibagi dalam beberapa segi sebagai 

berikut :
30

 

1. Ditinjau dari segi Hukum dan Sifatnya : 

Ditinjau dari segi hukum dan sifatnya akad 

menurut jumhur ulama, terbagi menjadi dua 

bagian 

a. Akad shahih 

1. Definisi akad shahih 

Akad yang shahih adalah suatu akad 

yang terpenuhi asalnya dan sifatnya. Yang 

dimaksud dengan asal dalam definisi 

tersebut adalah rukun, yakni ijab dan 

kabul, para pihak yang melakukan akad, 

dan objeknya. Sedangkan yang dimaksud 

dengan sifat adalah hal-hal yang tidak 

termasuk rukun dan objek seperti syarat. 

2. Pembagian akad shahih 

Akad shahih menurut hanafiah dan 

malikiyah terbagi menjadi dua bagian: 

a) Akad yang nafidz (bila 

dilangsungkan), adalah akad yang 

dilakukan oleh orang yang memiliki 

ahliyatul (kecakapan) dan kekuasaan. 

b) Akad yang manuquf (ditanggungkan), 

adalah suatu yang dilakukan oleh 

orang yang memiliki ahliyah 

(kecakapan) untuk melakukan akad, 

akan tetapi memiliki kekuasaan 

karena tidak memperoleh mandat 

untuk melakukannya. 

 

                                                           
30  Ahmad Wardi Muslich, Fiqh Muamalat (Jakarta:AMZAH), 153-160. 
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b. Akad Ghair Shahih 

   Akad ghair shahih adalah suatu akad 

yang rukun dan syariatnya tidak terpenuhi. 

Misalnya jual beli yang dilakukan oleh anak 

di bawah umur atau jual beli babi, dan 

minuman keras. Dilihat dari spek hukumnya 

akad ghair shahih ini tidak menimbulkan 

akibat hukum, yakni tidak ada hak dan 

kewajiban yang harus dipenuhi oleh para 

pihak sebagai akibat akad tersebut. 

2.   Ditinjau dari segi Tabi‟at atau hubungan antara 

hukum dengan shighat-nya 

Ditinjau dari segi Tabi‟at atau 

hubungan antara hukum dengan shighat-nya 

terbagi menjadi tiga bagian : 

a. Akad yang dapat dilaksanakan (al-„aqdu al-

munjaz) 

b. Akad yang disadarkan kepada masa 

mendatang (al-„aqdu al-mudhaf li al-

mustaqbal) 

c. Akad yang digunakan kepada syarat (al-

„aqdu al-mu‟alaq „ala syarh). 

 

5. Berakhirnya akad 

      Akad berakhir disebabkan oleh beberapa hal, di 

antaranya sebagai berikut:
31

 

a. Berakhirnya masa berlaku akad tersebut, apabila akad 

tersebut tidak mempunyai tenggang waktu.  

b. Di batalkan oleh pihak-pihak yang berakad, apabila 

akad tersebut sifatnya tidak mengikat.  

                                                           
31  Abdul Rahman Ghazaly, Fiqh Muamalat, 58-59. 
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c. Dalam akad sifatnya mengikat, suatu akad dapat 

dianggap berakhir jika: 

1) Jual beli yang dilakukan fasid, seperti terdapat 

unsur-unsur tipuan salah satu rukun atau syaratnya 

tidak terpenuhi,  

2) Berlakunya khiyar syarat, aib, atau rukyah,  

3)  Akad tersebut tidak dilakukan oleh salah satu 

pihak secara sempurna,  

4) Salah satu pihak yang melakukan akad meninggal 

dunia. 

d. Terpenuhinya tujuan akad, yaitu tercapainya apa yang 

menjadi tujuan akad. Dalam akad jual-beli pembeli 

telah memperoleh barang dan penjual telah menerima 

bayaran secara sempurna. Dalam akad sewa uang 

sewa dibayar dan masa sewa telah berakhir.
32

 

e. Salah satu pihak meninggal dunia, kematian salah 

satu pihak yang berakad terutama yang menyangkut 

hak perorangan bukan hak kebendaan seperti 

perwalian dan perwakilan. 

f. Tidak ada izin dari yang berhak, pada akad yang 

bergantung pada pihak lain (mawquf) seperti akad 

fudhuli yang mesti ada izin pihak yang berwenang 

dan akad mumayiz. Maka berakhir apabila tidak 

mendapat izin dari yang berhak. 

 

B. Bagi Hasil (Mukhabarah) 

   Sistem bagi hasil adalah suatu sistem untuk mencapai 

kesepakatan atau hubungan bersama dalam menjalankan 

kegiatan usaha. Dalam bisnis ini, dua pihak atau lebih sepakat 

untuk membagi keuntungan yang diperoleh sebagai hasilnya. 

Penentuan Ukuran Porsi Hasil antara para pihak ditentukan 

                                                           
32  Andri Soemitra. Hukum Ekonomi Syariah Dan Fiqh Muamalah (Jakarta: 

PT. Grafindo Persada, 2012), 58. 
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oleh kesepakatan bersama dan harus terjadi secara sukarela 

oleh semua pihak, tanpa ada unsur paksaan. 

 

1. Pengertian Bagi Hasil (Mukhabarah) 

 Mukhabarah adalah suatu bentuk kerja sama di 

bidang pertanian yang disyariatkan oleh Islam. Kerja 

sama mukhabarah adalah termasuk bentuk kerja sama 

tolong-menolong, yaitu antara pihak pemilik tanah dengan 

orang yang mampu untuk mengolah tanah sehingga 

menghasilkan sesuatu.
33

 

    Mukhabarah merupakan bentuk kerja sama antara 

pemilik sawah/tanah dan penggarap dengan perjanjian 

bahwa hasil akan dibagi antara  pemilik dan penggarap 

menurut kesepakatan bersama, sedangkan biaya dan 

benihnya dari penggarap. Kerja sama bagi hasil 

Mukhabarah pemilik tanah menyerahkan kepada pihak 

orang yang mengelola tanah, tetapi modalnya ditanggung 

oleh pengelola dengan pembayaran 1/3 atau 1/4 dari hasil 

panen. Pada umumnya, kerja sama mukhabarah ini 

dilakukan pada perkebunan yang benihnya relatif murah, 

seperti padi, jagung, dan kacang.
34

 

         Secara bahasa, mukhabarah berarti “tanah gembur” 

atau “lunak”. Sedangkan menurut istilah, Mukhabarah 

adalah suatu kerja sama pengolahan pertanian antara 

pemilik lahan dan penggarap, di mana pemilik lahan 

memberikan sebidang tanah kepada pengelola untuk 

ditanami dan dipelihara dengan imbalan bagian tertentu 

(persentase) dari hasil panen yang dibagi berdasarkan 

kesepakatan.
35

Secara umum, prinsip bagi hasil dapat 

dilakukan dalam empat akad utama, yaitu al-musyarakah, 

al-mudharabah, al-muzara‟ah, dan al-musaqah. Prinsip 

                                                           
33  Abdullah Bin Muhammad Ath-Thayyar,  Ensikklopedi Fiqh Muamalah, 24. 
34  Abdul Rahman Ghazaly, dkk, Fiqh Muamalat,117. 
35  Ibid, 117. 
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yang paling banyak dipakai adalah al-musyarakah dan al-

mudharabah, sedangkan al-muzara‟ah, dan musaqah 

dipergunakan khusus untuk Plantation financing atau 

pembiayaan dalam Islam.
36

 

 

2. Dasar Hukum Bagi Hasil Mukhabarah 

 Dasar hukum mukhabarah yang mengenai 

diperbolehkannya melakukan mukhabarah dalam Al-

Quran dan Hadits . 

1. Dalam Al-Quran 

  Al-Qur‟-an surat Al-Waqi‟ah ayat 63-64, yaitu : 

ا اَفرََءَيتَُْْ ءَاَهتَُْْ مذ رُثوُْنَ  َٓ تََْ نَُ اَمَْ حزَْرَعُوْهوَ  رِعُوْنََ نََْ  امزّٓ

“Pernahkah kamu perhatikan benih yang kamu tanam 

?. Kamukah yang menumbuhkannya atau kamikah 

yang menumbuhkan”(Q.S. Al-waqi‟ah [56] : 63-64). 

 

  Dari ayat diatas menjelaskan tentang, 

beritahukanlah kepadaku tentang tanaman yang kamu 

tanam, apakah kamu yang menumbuhkan ataukah 

kami yang menumbuhkannya. Maksudnya, apakah 

kamu yang  membuatnya menjadi tanaman yang 

tumbuh ataukah kami yang menjadikannya begitu. 

  Al-Quran surat Al-Maidah ayat 2, yaitu : 

اَ َيُّه يْنََ يٰٓٓ ِ هوْا لََ آمَنوُْا الَّذ ل رََ تَُِ
ِٕ
َِ شَعَاۤى يرََْ وَلََ الّلٓ  وَلََ امحَْرَامََ امشذ

دََ وَلََ اميَْدْيََ
ِٕ
ى يََْ وَلََٓ املَْلََۤ مِّ نَْ فضَْلًََ يبَْذغَُوْنََ امحَْرَامََ امبَْيتََْ آۤ  مِّ

مَْ ِ بَِّ وَاِذَا وَرِضْوَانًَ رذ وَلََ فاَصْعَادُوْا حَللَتَُْْ ۗ  رمَِنذكَُْ ۗ  نآَنَُ يََْ  ش َ

وْكَُْ اَنَْ كوَْمٍَ  علَََ وَثعََاوَهوُْا ثعَْخَدُوْاَ  اَنَْ امحَْرَامَِ اممَْسْجِدَِ عَنَِ صَده

                                                           
36  Muhammad Syafi‟i Antonio, Bank Syari'ah dari Teori ke Praktik 

(Jakarta:Gema Insani, 2001), 90. 
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ثَِْ علَََ ثعََاوَهوُْا وَلََ وَامخذلْوٓىَ  امبَِِّْ ذلُوا وَامعُْدْوَانَِ الِْ وَاث  ۗ ََ  الّلٓ

اِنذَ  ۗ ََ  امعِْلَابَِ شَدِيدَُْ الّلٓ

“Wahai orang-orang yang beriman, janganlah kamu 

melanggar syiar-syiar (kesucian) Allah, jangan 

(melanggar kehormatan) bulan-bulan haram, jangan 

(mengganggu) hadyu (hewan-hewan kurban) dan 

qalā‟id (hewan-hewan kurban yang diberi tanda),dan 

jangan (pula mengganggu) para pengunjung 

Baitulharam sedangkan mereka mencari karunia dan 

rida Tuhannya! Apabila kamu telah bertahalul 

(menyelesaikan ihram), berburulah (jika mau). 

Janganlah sekali-kali kebencian(-mu) kepada suatu 

kaum, karena mereka menghalang-halangimu dari 

Masjidilharam, mendorongmu berbuat melampaui 

batas (kepada mereka). Tolong-menolonglah kamu 

dalam (mengerjakan) kebajikan dan takwa, dan jangan 

tolong-menolong dalam berbuat dosa dan 

permusuhan. Bertakwalah kepada Allah, 

sesungguhnya Allah sangat berat siksaan-Nya.”(Q.S 

Al-Mā'idah [5]:2).” 

  Dari ayat di atas mengenai tolong-menolong 

yang terdapat dalam kandungan ayat dan tolong-

menolonglah kamu dalam mengerjakan kebajikan, 

melakukan yang diperintahkan Allah, dan takwa, takut 

kepada larangannya, dan jangan tolong-menolong 

dalam berbuat dosa, melakukan maksiat dan 

permusuhan, sebab yang demikian itu melanggar 

hukum-hukum Allah. Bertakwalah kepada Allah, takut 

kepada Allah dengan melakukan perintah-Nya dan 

meninggalkan larangan-Nya, karena sungguh Allah 

sangat berat siksaan-Nya kepada orang-orang yang 

tidak taat kepada-Nya. Dalam ayat tersebut dapat 

mengajarkan tentang tolong-menolong sesama 

makhluk ciptaan Tuhan. 
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  Mukhabarah merupakan akad kerja sama 

yang mubah atau boleh dan seseorang bisa 

melakukannya untuk dapat memberi manfaat dan dapat 

mendapatkan manfaat dari akad tersebut. Dalam akad 

mukhabarah tolong-menolong mewujudkan kerja sama 

yang saling menguntungkan antara pemilik tanah 

dengan petani penggarap, meningkatkan kesejahteraan 

masyarakat dan menanggulangi kemiskinan. 

   Al-Quran merupakan petunjuk yang 

dimaksudkan untuk menuntun umat manusia, di dalam 

Al Quran terdapat perintah, larangan, serta anjuran, 

diantara anjuran tersebut adalah melakukan pencatatan 

terhadap transaksi yang dilakukan, dalam Al-Qura‟an 

anjuran mengenai pencatatan tersebut terdapat dalam 

surat Al-Baqarah ayat 282, mengetahui tentang 

pencatatan yang dianjurkan penting agar kita 

mengetahui ketentuan Islam mengenai ketentuan dan 

persyaratan-persyaratan dalam pencatatan tersebut. 

Dalam Al-Baqarah [2]:282 telah dijelaskan tentang 

pencatatan dan ketentuan-ketentuan mengenai pencatat, 

dan saksi dalam pencatatan: 

اَ َيُّه يْنََ يٰٓٓ ِ سَمًّى اَجَلٍَ اِلَٓٓ تِدَيْنٍَ ثدََاينَتَُْْ اِذَا آمَنوُْٓا الَّذ  فاَكْخُبُوْهُ َ مه

ذينْكََُْ وَميَْكْذُةَْ ذمَوَُ كََََ يذكْذُةََ اَنَْ كََثِةٌَ يبَبََْ وَلََ بِِمعَْدْلَِ  كََثِةَ  ت  علَ

َُ يَْ وَميُْمْلِلَِ فلَيَْكْذُةَْ  الّلٓ ِ ََ وَميَْخذقَِ حَقهَامَْ علَيَْوَِ الَّذ ذوَ  الّلٓ  وَلََ رَت

يَْ كََنََ فاَِنَْ شَيْـأً َ مِنْوَُ يبَْخَسَْ ِ  اَوَْ ضَعِيْفًا اَوَْ سَفِيْْاً امحَْقهَ علَيَْوَِ الَّذ

خَعِيْعَُ لََ همِلذَ اَنَْ يسَ ْ  وَاسْدشَْيِدُوْا بِِمعَْدْلَِ  وَمِيهوَ  فلَيُْمْلِلَْ ىُوََ ي

ذمَْ فاَِنَْ رِّجَامِكُْ َ مِنَْ شَييِْدَيْنَِ امْرَاَحٓنَِ فرََجُلٌَ رَجُليََِْ يكَُوْنََ م نَْ وذ  مِمذ

اءَِ مِنََ حرَْضَوْنََ يَدَۤ  الُْخْرٓىَ  اِحْدٓىُهمَا فذَُذَكِّرََ اِحْدٓىُهمَا ثضَِلذَ اَنَْ امشه

اءَُ يبَبََْ وَلََ يَدَۤ ا حكَْذُبُوْهَُ اَنَْ جسَْـَٔمُوْٓا وَلََ َۗ  دُعُوْا مَا اِذَا امشه  صَغِيًْ
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ا اَوَْ َ  اِلَٓٓ كَبِيًْ َِ عِنْدََ اَكْسَطَُ ذٓمِكَُْ اَجَلِِ ياَدَ َِ وَاَكْوَمَُ الّلٓ  وَاَدْنَٓٓ نِلشذ

َٓ حرَْتََتوُْٓا اَلذَ  فلَيَْسََ تيَنْكََُْ ثدُِيْرُوْنََاَ حَاضَِِ ًَ تَِارَ ًَ حكَُوْنََ اَنَْ اِلذ

 كََثِةٌَ يضَُاۤرذَ وَلََ َۗ  ثبََايعَْتَُْ اِذَا وَاَشْيِدُوْٓا حكَْذُبُوْىَا َ اَلذَ جُناَحٌَ علَيَْكَُْ

لََ ذوَ  ثفَْعَلوُْا وَاِنَْ ە َ شَييِْدٌَ وذ َ فاَِه ذلُوا َۗ  بِكَُْ فسُُوْق  ََ وَاث  َۗ  الّلٓ

مُكَُُ ِّ َُ وَيعَُل َُ َۗ  الّلٓ ءٍَ بِكَُِّ وَالّلٓ  علَِيٌَْ شََْ

“Wahai orang-orang yang beriman, apabila kamu 

berutang piutang untuk waktu yang ditentukan, 

hendaklah kamu mencatatnya. Hendaklah seorang 

pencatat di antara kamu menuliskannya dengan 

benar. Janganlah pencatat menolak untuk 

menuliskannya sebagaimana Allah telah mengajar-

kan kepadanya. Hendaklah dia mencatat(-nya) dan 

orang yang berutang itu mendiktekan(-nya). 

Hendaklah dia bertakwa kepada Allah, Tuhannya, 

dan janganlah dia menguranginya sedikit pun. Jika 

yang berutang itu orang yang kurang akalnya, lemah 

(keadaannya), atau tidak mampu mendiktekan sendiri, 

hendaklah walinya mendiktekannya dengan benar. 

Mintalah kesaksian dua orang saksi laki-laki di 

antara kamu. Jika tidak ada (saksi) dua orang laki-

laki, (boleh) seorang laki-laki dan dua orang 

perempuan di antara orang-orang yang kamu sukai 

dari para saksi (yang ada) sehingga jika salah 

seorang (saksi perempuan) lupa, yang lain 

mengingatkannya. Janganlah saksi-saksi itu menolak 

apabila dipanggil. Janganlah kamu bosan 

mencatatnya sampai batas waktunya, baik (utang itu) 

kecil maupun besar. Yang demikian itu lebih adil di 

sisi Allah, lebih dapat menguatkan kesaksian, dan 

lebih mendekatkan kamu pada ketidakraguan, kecuali 

jika hal itu merupakan perniagaan tunai yang kamu 

jalankan di antara kamu. Maka, tidak ada dosa bagi 
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kamu jika kamu tidak mencatatnya. Ambillah saksi 

apabila kamu berjual beli dan janganlah pencatat 

mempersulit (atau dipersulit), begitu juga saksi. Jika 

kamu melakukan (yang demikian), sesungguhnya hal 

itu suatu kefasikan padamu. Bertakwalah kepada 

Allah, Allah memberikan pengajaran kepadamu dan 

Allah Maha Mengetahui segala sesuatu.” Al-Baqarah  

[2]:282  

 Oleh sebab itu Rasulullah. SAW bersabda: 

“Barang siapa menyewakan (menghutangkan) sesuatu 

hendaklah dengan timbangan atau ukuran yang 

tertentu dan dalam waktu yang tertentu pula”. 

Sehubungan dengan itu Allah.SWT menurunkan ayat 

ke 282. Sebagai perintah apabila mereka utang-

piutang maupun mu‟amalah dalam waktu tertentu 

hendaklah ditulis perjanjian dan mendatangkan saksi. 

Hal mana untuk menjaga terjadinya sengketa pada 

waktu-waktu yang akan datang. (HR. Bukhari dari 

sofyan bin Uyainah dari Ibnu Abi Najih dari Abdillah 

bin katsir Abi Minhal dari Ibnu Abbas). Ayat ini 

adalah ayat yang terpanjang dalam al-Quran dan 

berbicara soal hak manusia. Yaitu memelihara hak 

keuangan masyarakat. 

 

2. Dalam Hadist  

  Para Ulama dalam menetapkan hukum  Al-

Mukhabarah adalah sebuah Hadist yang diriwayatkan 

oleh Nasa‟i shahih menurut Muhammad Nashiruddin 

Albani : 

نََ خْبََ دَُ َۗ َِ عَبْدَِ بْنَُ مُحَمذ  كاَلََ وَكِيعٌَ أَٔهبَْبَٔنََ كاَلََ اممُْبَارَكَِ بْنَِ اللذ

ثنَاَ رِو عَنَْ سُفْياَنَُ حَدذ عْتَُ كاَلََ دِيناَرٍَ بْنَِ عََْ رََ ابْنََ سََِ  يلَُولَُ عََُ
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ابِرَُ كُنذا َ تبَسًْا تِذَلََِ نرََى وَلََ نَُُ  أَٔنذَ خَدِيٍَ بْنَُ رَافِعَُ زَعَََ حَتّذ

َِ رَسُولََ َ اللذ َُ صَلذ  اممُْخَابرََ  عَنَْ نَََىى وَسَلّذََ علَيَْوَِ اللذ

“Telah mengabarkan kepada kami Muhammad bin 

Abdullah Al Mubarak, telah memberitakan kepada 

kami Waki', telah menceritakan kepada kami Sufyan 

dari 'Amru bin Dinar, dia berkata, "Saya mendengar 

Ibnu Umar berkata, "Dahulu kami melakukan 

mukhabarah dan melihat hal tersebut tidak mengapa 

hingga Rafi' bin Khadij mengaku bahwa Rasulullah  

melarang dari mukhabarah.” 

  Hadist lainnya yang dapat dijadikan sebagai 

dasar hukum untuk diperbolehkannya melakukan 

mukhabarah adalah sebagai berikut:  

ثنَاَ َۗ دَُ ّۗ بذاحَِ بْنَُ مُحَمذ رِو عَنَْ عُيَينْةَََ بْنَُ سُفْياَنَُ أَٔهبَْبَٔنََ امصذ  بْنَِ عََْ

حَْْنَِ عَبْدَِ أَٔبََِ يََٰ مِعَاوُسٍَ كُلتَُْ كاَلََ دِيناَرٍَ  ىَذِهَِ حرََكْتََ موََْ امرذ

ُمَْ اممُْخَابرََ ََ نَذ
ِٕ
ونََ فاَ َِ رَسُولََ أَٔنذَ يزَْعَُُ َ اللذ َُ صَلذ  وَسَلّذََ علَيَْوَِ اللذ

رُو أَٔيَْ فلََالََ عَنْوَُ نَََىى َ عََْ نِّ
ِٕ
نذَ وَأُعْعِيِْمَْ أُعِينُُُمَْ ا

ِٕ
 بْنََ مُعَاذََ وَا

نذَ عِنْدَنََ علَيَْْاَ امنذاسََ أَٔخَذََ جَبَلٍَ
ِٕ
 عَبذاسٍَ ابْنََ يعَْنَِ أَٔعْلمََيُمَْ وَا

نَِ َِ رَسُولََ أَٔنذَ أَٔخْبََ َ اللذ َُ صَلذ ََ وَسَلّذََ علَيَْوَِ اللذ  وَمكَِنَْ عَنُْاَ ينَْوََ مَْم

 علَيَْْاَ يبَخُْذََ أَٔنَْ مِنَْ لََُ خَيٌَْ أَٔخَاهَُ أَٔحَدُكَُْ يمَْنحَََ لَََٔنَْ كاَلََ

 مَعْلوُمًا أَٔجْرًا

“Telah menceritakan kepada kami Muhammad bin Ash 

Shabbah berkata, telah memberitakan kepada kami 

Sufyan bin Uyainah dari Amru bin Dinar ia berkata, 

aku berkata kepada Thawus, "Wahai Abu 

'Abdurrahman, sekiranya engkau tinggalkan 

Mukhabarah ini, sesungguhnya mereka pasti 
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menganggap bahwa Rasulullah  telah melarang dari 

hal itu." Thawus berkata, "Wahai Amru, aku hanya 

menolong mereka dan memberikan bagiannya kepada 

mereka. Mu'adz bin Jabal pun menganjurkan orang 

lain untuk melakukannya, sesungguhnya orang yang 

paling tahu di antara mereka, Ibnu Abbas 

mengabarkan kepadaku bahwa Rasulullah tidak 

melarang dari hal itu, namun beliau bersabda, 

"Sekiranya salah seorang dari kalian menyerahkan 

(pengelolaan tanahnya) kepada saudaranya, maka itu 

lebih baik baginya daripada meminta bagian 

hasil tertentu." (Ibnu Majah)  

ثنَاَ ثنَاَ كبَِيصَةَُ حَدذ رٍو عَنَْ سُفْياَنَُ حَدذ  وُسٍَمِعَا ذَكَرْثوَُُ كاَلََ عََْ

َُ رَضََِ عَبذاسٍَ ابْنَُ كاَلََ يُزْرِعَُ فلََالََ نذَ عَنُُْمَا اللذ
ِٕ
َ امنذبِذَ ا  صَلذ

َُ  أَٔخَاهَُ أَٔحَدُكَُْ يمَْنحَََ أَٔنَْ كاَلََ وَمكَِنَْ عَنْوَُ ينَْوََ ممََْ وَسَلّذََ علَيَْوَِ اللذ

 مَعْلوُمًا شَيئْاً يبَخُْذََ أَٔنَْ مِنَْ لََُ خَيٌَْ

 “Telah menceritakan kepada kami Qabishah, 

telah menceritakan kepada kami Sufyan dari 'Amru 

berkata, Aku ceritakan kepada Thowus maka dia 

berkata, "Ditanami." Berkata, Ibnu 'Abbas 

radhiallahu'anhu bahwa Nabi صلى الله عليه وسلم tidak melarang 

dari itu tetapi beliau bersabda, "Seorang dari kalian 

memberikan kepada saudaranya (tanahnya untuk 

digarap) lebih baik baginya daripada dia memungut 

bayaran tertentu." (Bukhari) shahih menurut Ijma‟ 

Ulama. 

  Hadist di atas menjelaskan tentang adanya 

praktik mukhabarah yang dilakukan oleh sahabat 

Rasulullah. Berdasarkan apa yang mereka lakukan 

tersebut, dapat kita lihat bahwa Rasulullah sama 

sekali tidak melarang melakukan mukhabarah, karena 
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sebagaimana yang kita ketahui bahwasanya semua 

jenis muamalah itu diperbolehkan, hingga ada dalil 

yang melarangnya. Oleh karena itu, hukum 

melakukan mukhabarah sendiri adalah boleh 

(mubah), dengan catatan apa yang dilakukan tersebut 

dapat memberikan manfaat yang baik kepada sesama 

atau berlandaskan keinginan untuk menolong tanpa 

adanya tujuan lain dengan maksud menipu atau 

merugikan.
37

 

 

3.  Rukun Dan Syarat Bagi Hasil Mukhabarah  

a. Rukun Bagi Hasil Mukhabarah 

Rukun mukhabarah menurut adalah sebagai 

berikut: 

1. Pemilik lahan/tanah, yaitu orang yang memiliki 

lahan tetapi tidak memiliki kemampuan atau 

kesempatan dalam mengelola lahannya.  

2.  Petani penggarap, yaitu orang yang memiliki 

kemampuan untuk mengelola lahan dan 

kesempatan tetapi tidak memiliki lahan.  

3. Objek Mukhabarah, yaitu antara manfaat lahan 

dan hasil kerja pengelola.
38

 

4. Harus ada ketentuan bagi hasil. Ketentuan bagi 

hasil yang dimaksud adalah ketentuan dalam 

kerja sama mukhabarah yang perlu 

diperhatikan ketentuan pembagian hasil seperti 

setengah, sepertiga, seperempat, lebih banyak 

atau lebih sedikit dari itu. 

5. Ijab dan kabul. Akad akan terjadi apabila ada 

Ijab dan kabul, baik dalam perkataan atau 

                                                           
37  Alifiannissa Tasya Kamila, Mufti Afif, Muhammad Hasan Ma‟ruf, 

“Penerapan Sistem Bagi Hasil Pada Akad Mukhabarah,” Jurnal Nucl Phys, Volume 

13 (2021): 104-16, https://files.osf.io/v1/resources/hvks5/providers/osfstorage/. 
38  Ibid, 104-106. 
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dalam bentuk pernyataan yang menunjukkan 

adanya persetujuan kedua belah pihak dalam 

melakukan akad tersebut. Salah satu 

konsekuensi pada sebuah akad adalah 

kesepakatan dari kedua belah pihak, sebagai 

indikasi adanya kerelaan dari kedua belah pihak 

(at-taraddin minkum). Kerelaan terhadap isi 

akad harus dilakukan tanpa adanya paksaan dari 

pihak manapun, karena apapun yang disepakati 

dalam akad akan mengikat kedua belah pihak 

pada kewajiban dan hak yang akan diperoleh. 

Artinya akad menyepakati dan setuju terhadap 

peran dan tanggung jawab masing-masing 

dengan segala konsekuensi yang telah 

disepakati, Ijab dan kabul artinya ikatan antara 

pemilik dan  penggarapnya. 

b. Syarat Bagi Hasil Mukhabrah 

Syarat Mukhabarah Melihat rukun-rukun di 

atas, maka tidak akan lepas dari syarat-syarat yang 

ditentukan mengenai rukun-rukunya. Maka syarat-

syarat praktik mukhabarah ialah sebagai berikut:
39

 

1. Syarat yang berkaitan dengan „aqidain (orang 

yang berakad) antara pemilik tanah dan 

penggarap yaitu harus berakal. 

2. Syarat yang berkaitan dengan tanaman, yaitu 

disyaratkan adanya penentuan macam apa saja 

yang akan ditanam.  

3. Hal yang berkaitan dengan perolehan hasil dari 

tanaman, yaitu:  

a) Bagian masing-masing harus disebutkan 

jumlahnya (persentasenya ketika akad) 

b)  Hasil adalah milik bersama  

                                                           
39  Suhendi, Fiqh Muamalah, 159. 
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c) Bagian kedua belah pihak sudah dapat 

diketahui 

d)  Tidak disyaratkan bagi keduanya 

penambahan yang maklum  

4. Hal yang berhubungan dengan tanah yang akan 

ditanami, yaitu :  

a) Tanah tersebut dapat ditanami  

b)  Tanah tersebut dapat diketahui batas-

batasnya.  

5. Hal yang berkaitan dengan waktu, syarat-

syaratnya ialah: 

a) Waktunya telah ditentukan  

b) Waktu itu memungkinkan untuk menanam 

tanaman yang dimaksud, seperti menanam 

padi waktunya kurang lebih 4 bulan 

(tergantung teknologi yang dipakainya, 

termasuk kebiasaan setempat  

c) Waktu tersebut memungkinkan kedua belah 

pihak hidup menurut kebiasaan. 

 

4. Jangka Waktu Bagi Hasil Mukhabarah 

Syarat yang menyangkut jangka waktu juga harus 

dijelaskan dalam akad sejak mula, karena akad 

mukhabarah mengandung makna al-ijarah (sewa-

menyewa atau upah-mengupah) dengan imbalan 

sebagian hasil panen. Jangka waktu ditetapkan 

berdasarkan kesepakatan bersama dan harus jelas antara 

pemilik dan penggarap.
40
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5. Berakhirnya Bagi Hasil Mukhabarah 

Terdapat beberapa hal yang menyebabkan 

berakhirnya akad mukhabarah, di antaranya yaitu :  

1. Jangka waktu perjanjian telah habis  

2. Salah satu pihak antara pemilik lahan dan petani 

penggarap meninggal dunia  

3. Adanya uzur yang menyebabkan batalnya akad, yaitu 

: tanah yang dijadikan objek bagi hasil terpaksa 

harus dijual, petani penggarap sakit, petani 

penggarap sudah tidak sanggup menggarap, dan 

pemilik lahan berkeinginan untuk menggarap 

lahannya sendiri tanpa bantuan petani penggarap. 

Hikmah yang didapatkan dari mukhabarah: 

1) Saling tolong menolong antara pemilik lahan dan 

petani penggarap  

2) Saling memberi keuntungan di antara kedua pihak 

melalui pembagian hasil panennya  

3) Menghindari adanya lahan yang tidak 

dimanfaatkan, karena dengan adanya mukhabarah 

tanah yang tidak dimanfaatkan bisa digarap oleh 

petani penggarap
41

 

 

6. Penanggungan Risiko 

  Adakalanya dalam suatu transaksi kerugian timbul 

karena murni adanya risiko. Kewajiban memikul 

kerugian yang tidak disebabkan kesalahan salah satu 

pihak dinyatakan sebagai risiko. Dalam KHES pasal 43 

disebutkan bahwa :  

                                                           
41  Ana Liana Wahyuningrum & Darwanto, “Penerapan Bagi Hasil Maro 

Perspektif Akad Mukhabarah,”  TAWAZUN: Journal of Sharia Economic 

Law, Volume 3 No. 1 (2020):  45-62, 

https://journal.iainkudus.ac.id/index.php/tawazun/article/. 
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a. kewajiban beban kerugian yang disebabkan oleh 

kejadian di luar kesalahan salah satu pihak dalam akad, 

dalam perjanjian sepihak dipikul oleh pihak peminjaman, 

b. kewajiban beban kerugian yang disebabkan oleh 

kejadian di luar kesalahan salah satu pihak dalam 

perjanjian timbal balik, dipakai oleh pihak yang 

meminjamkan.
42

 

 

C. Hukum Ekonomi Syariah 

1. Pengertian Hukum Ekonomi syariah 

 Hukum ekonomi Syariah merupakan ilmu 

pengetahuan sosial yang        mempelajari masalah-masalah 

ekonomi rakyat yang diilhami oleh nilai-nilai Islam. 

Menurut Muhammad Abdul Manan, Hukum Ekonomi 

Syariah adalah Sebuah Cabang Ilmu Pengetahuan 

Sosial yang mempelajari mengenai masalah-masalah 

ekonomi masyarakat yang diangkat dari nilai-nilai Islam. 

Muhammad Abdul Manan mengatakan bahwa Hukum 

Ekonomi Syariah   merupakan   bagian   dari   suatu   tata   

kehidupan   lengkap   yang didasarkan pada empat bagian 

nyata dari pengetahuan, yaitu Alquran,                 sunnah, ijma dan 

qiyas.
43

 

 

2. Sumber Hukum Ekonomi Syariah 

 Sumber hukum ekonomi syariah adalah sama 

dengan sumber hukum yang dijadikan sebagai rujukan 

dalam fiqh muamalah. Sumber hukum Islam tersebut 

dapat dikelompokkan dalam dua kategori, yaitu:
44

 

                                                           
42  Hendi Suhendi, Fiqh Muamalah (Jakarta : PT Raja Grafindo Persada), 57-

58. 
43  Sofyan Hasan, KN, & Warkum Sumitro, Dasar-dasar Memahami Hukum 

Islam di Indonesia, Usaha Nasional (Surabaya: Usaha Nasional, 2017),  23. 
44  Shalih Humaida Al-Ali, Ma‟alim Al-Iqtishad Fi Al-Islam,24-27, Fiqh 

Ekonomi Syariah, (Hukum Bismis Syariah) (Jakarta: Kencana-Prenada Media Group, 

2014), 51-57. 
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1. Sumber primer (mashadir asliyyah), yaitu sumber-

sumber hukum Islam yang telah disepakati oleh para 

ulama untuk dijadikan sebagai hujah dan rujukan 

untuk mengetahui hukum-hukum syara‟,yaitu :  

a.  Al-Qur‟an 

 Al-Qur‟an merupakan sumber utama dan 

pertama dalam hierarki sumber hukum Islam. Dari 

segi hukum, Al-Qur‟an mengandung sejumlah 

petunjuk berkaitan dengan hukum yaitu hukum-

hukum akidah, hukum-hukum akhlak dan hukum-

hukum amaliyah yang mencakup „ibadat-ibadat 

khusus dan mu‟amalah yang mencakupi antara lain 

hukum-hukum kekeluargaan (ahwal al-syasiyah), 

hukum-hukum harta benda dan ekonomi (al-ahkam 

al-maliyah wa al-iqtishadiyah), hukum-hukum 

acara dan keadilan, hukum-hukum pidana (jinayah), 

hukum-hukum ketatanegaraan (siyasah), serta 

hukum-hukum politik dan hubungan internasional, 

dan sebagainya 

b.  Sunnah Nabi   

 Sunnah Nabi merupakan sumber hukum 

kedua dalam hierarki sumber hukum Islam dengan 

membawa tiga macam bentuk hukum, yaitu : 1) 

Penguat hukum yang disebutkan Al-Qur‟an, 2) 

Penjelasan dan pemberi keterangan atas hukum-

hukum yang dimuat oelh Al-Qur‟an antara lain 

sebagai pemberi perincian dan memberikan batasan, 

3) pembawa hukum baru yang tidak disebutkan 

dalam Al-Qur‟an. 

c. Kesepakatan ulama (ijma‟) 

 Ijma‟ merupakan suatu kesepakatan para 

mujtahid umat Muhammad Saw, pada suatu masa 

tertentu setelah wafatnya Rasullulah mengenai 

sesuatu hukum syara‟. Ijtihad yang dilakukan 

dalam ijma‟ ulama mengandung sejumlah unsur 
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yaitu : 1) adanya pengerahan daya nalar secara 

maksimal, 2) ijtihad dilakukan oleh orang yang 

telah mencapai derajat tertentu di bidang keilmuan 

(faqih), 3) usaha ijtihad dilakukan dengan metode 

istinbat (menggali hukum) tertentu, dan 4) produk 

dari usaha ijtihad adalah dugaan kuat tentang 

hukum syara‟ yang bersifat amaliah. Ijtihad dapat 

dilakukan secara personal (ijtihad fardhi) dan 

dilakukan secara kolektif (ijtihad‟ jama‟i).       

d. Analogi (qiyas)          

 Qiyas adalah menetapkan hukum sesuatu 

yang tertentu, pada masa yang lain karena 

persamaan keduanya dari segi „illah. Rukun qiyas 

ada empat, yaitu : 1) sesuatu  yang tertentu/telah 

tertentu (ashal), 2) hukum sesuatu yang telah 

tertentu (hukum ashal), 3) „ilah, dan 4) sesuatu 

yang lain yang akan dipersamakan hukumnya 

dengan ashal karena persamaan „illat (far‟un). 

2.    Sumber Sekunder (mashadir tab‟iyyah), yaitu sumber-

sumber hukum yang masih diperselisihkan 

penggunaannya sebagai hukum dan menunjukkan 

dalam menarik hukum-hukum fiqh Islam karena 

merupakan produk penalaran manusia, antara lain : 

a. Istihsan adalah menerjemahkan qiyas khafi yang 

tidak mudah dipahami atau mengecualikan masalah 

juziyah daripada qaidah „ammah berdasarkan 

kepada dalil tertentu serta kejelasan atau kekuatan 

kebaikannya. Macam-macam istihsan, yaitu : 1) 

istihsan dengan Al-Qur‟an seperti bolehnya 

berwasiat, 2) istihsan dengan hadis seperti sahnya 

puasa bagi yang makan secara terlupa, 3) istihsan 

dengan „urf seperti sah akad menyewa kamar mandi 

untuk mandi, 4) istihsan dengan darurat seperti sah 

membersihkan telaga dari najis dan membuang 
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airnya saja, istihsan dengan maslahat, seperti sah 

wasiat, mahjur‟alaihi karena untuk kebaikan. 

b. Masalih al-mursalah, menjadi sumber hukum 

apabila memenuhi syarat : 1) maslahat mursalah itu 

tidak bertentangan dengan maksud syara‟, 2) 

maslahat mursalah itu diterima oleh akal-akal yang 

matang dan yakin, dan 3) maslahat mursalah itu 

menyeluruh untuk ke semua atau kelayakan 

manusia. 

c. „Urf yaitu sesuatu yang menjadi kebiasaan manusia, 

berbentuk perbuatan atau perkataan. Berdasarkan 

kebenarannya „urf terbagi menjadi : 1) „urf shahih, 

yaitu kebiasaan yang tidak nyata mengaramkan 

yang halal atau menghalalkan yang haram, 2) „urf  

fasid, kebiasaan yang nyata mengharamkan yang 

haram atau kebiasaannya yang nyata bertentangan 

dengan ajaran-ajaran Al-Qur‟an dan sunnah. 

d. Syar‟u man qablana, yaitu ketentuan hukum Allah 

SWT yang di syaratkan kepada umat sebelum umat 

Nabi Muhammad SAW. 

e. Mazhab sahabat adalah perkataan atau perbuatan 

seseorang yang tidak bertentangan dengan maksud 

syara‟. Orang tersebut sempat bertemu dengan 

Rasulullah SAW dalam keadaan ia beriman dan 

mati di dalam Islam. 

f. Istidhhab adalah menghukum dengan ada atau 

tiadanya sesuatu itu pada masa kini atau masa akan 

datang, berdasarkan kepada ada atau tiadanya 

sesuatu itu pada masa yang lalu, karena tiada bukti 

yang menunjukkan bahwa sesuatu itu telah berubah 

keadaan. 

g. Sadd al-dzara‟i, yaitu menghindari dari terjadinya 

sesuatu keburukan. 

 Dalam konteks Hukum Ekonomi Indonesia, 

Hukum Ekonomi Syariah diatur dalam peraturan 
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Mahkamah Agung Republik Indonesia No. 02 

Tahun 2008 tanggal 10 September 2008 tentang 

Komplikasi Hukum Ekonomi Syariah (KHES). 

KHES dapat dikategorikan sebagai hasil ijtihad 

jama‟i yang dilakukan secara kolektif oleh ulama 

Indonesia. Selain itu, undang-undang No.19 Tahun 

2008 tentang Surat Berharga Syariah Negara 

(SBSN), serta sejumlah fatwa-fatwa DSN MUI juga 

menjadi sumber Hukum Ekonomi Syariah 

Nasional.
45

 

 

3. Perkembangan Hukum Ekonomi Syariah 

Perkembangan Hukum Ekonomi Syariah sesuai 

dengan cita-cita hukum ekonomi ini searah dengan 

cita hukum Islam yang tertuang dalam maqᾱṣid asy-

syari‟ah dengan   berintikan pada membangun dan 

menciptakan kemaslahatan dunia dan akhirat bagi umat 

manusia. Bertolak dari cita-cita tersebut, ke depan 

hukum ekonomi harus menunjukkan sifat yang 

akomodatif terhadap: 

a. perwujudan masyarakat yang adil dan makmur; 

b. keadilan yang proporsional  dalam masyarakat; 

c. tidak adanya diskriminatif  terhadap pelaku  

ekonomi; 

d. persaingan yang tidak sehat.
46

 

Hukum Islam dalam bidang ekonomi terlihat 

dalam konsepnya tentang aktivitas ekonomi dipandang 

sebagai wahana  bagi masyarakat untuk membawa 

kepada, paling tidak pelaksanaan dua ajaran Al-Qur‟an, 

yaitu prinsip saling at- ta‟awwun (membantu dan saling 

                                                           
45  Andri Soemitra, Hukum Ekonomi Syariah dan Fiqh Muamalah, 7. 
46  Hartono, Sri Redjeki, Hukum Ekonomi Indonesia (Malang: Bayumedia 

Publishing, 2010), 31. 
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bekerja   sama   antara   anggota   masyarakat   untuk   

kebaikan) dan  prinsip   menghindari   gharar (transaksi 

bisnis di mana didalamnya terjadi unsur penipuan 

yang akhirnya merugikan salah satu pihak).  

Masuknya unsur Islam (ekonomi syariah) 

dalam cita hukum ekonomi Indonesia, bukan berarti 

mengarahkan ekonomi nasional ke arah ideologi 

ekonomi agama tertentu, tetapi dikarenakan ekonomi 

syari‟ah sudah lama hidup dan berkembang tidak 

hanya di Indonesia, tetapi juga di dunia. Sistem 

ekonomi syari‟ah adalah salah satu dari sistem-

sistem ekonomi lainnya seperti   kapitalisme   dan   

sosialisme.   Menurut Jimly Asshiddiqie, dalam 

perspektif konstitusi ekonomi, kita tidak perlu 

terjebak dalam diskusi mengenai ideologi ekonomi. 

Ekonomi Syariah keberadaannya mempunyai landasan 

yang kuat baik secara formal syar‟i maupun formal 

konstitusi. Secara formal syar‟i, keberadaan ekonomi 

Syariah mempunyai landasan dalil yang kuat. 

 Dalam konteks negara, ekonomi Syariah mempunyai 

landasan konstitusional. Perkembangan   ekonomi   Islam   

atau   yang   lazim dikenal dengan ekonomi syariah di 

Indonesia berlangsung dengan begitu pesat. Hal ini 

juga didukung oleh sektor hukum, yakni dilandasi dengan 

keluarnya peraturan perundang-undangan di bidang 

ekonomi syariah, antara lain adalah keluarnya 

Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 yang memberikan 

kewenangan bagi Pengadilan Agama untuk menangani 

perkara sengketa ekonomi syariah. Selain itu 

keluarnya Undang-undang Nomor 19 Tahun 2008 

tentang Surat Berharga Syariah Negara dan Undang-

undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan 

Syariah semakin  memperkokoh landasan Hukum 

Ekonomi Syariah di Indonesia. Pada tataran praktis, 

keberadaan lembaga-lembaga keuangan syariah sekarang 

ini menunjukkan adanya perkembangan yang semakin 
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pesat.  

Hal ini sejalan dengan semakin meningkatnya 

kesadaran Sebagian besar umat Islam untuk 

melaksanakan Islam secara kaffah. Perkembangan ini 

tentu memberikan harapan baru bagi para pelaku 

usaha untuk menjalankan bisnis yang tidak hanya 

berorientasi pada keuntungan materiil semata, tetapi 

juga sesuai dengan spirit hukum syariah yang 

menjanjikan        pemenuhan kebutuhan batiniyah.
47
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